PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Infrastruktur merupakan salah satu pemicu pertumbuhan daerah. Infrastruktur menyangkut hajat hidup orang banyak, karena itu penyediaan infrastruktur merupakan salah satu tugas pemerintah. Pemerintah juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang banyak. Karena itu pemerintah mengatur pembiayaan infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur tetap dapat dilaksanakan.
Bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur antara lain : 
a. Kerja sama manajemen, terdiri dari : kerja sama bantuan operasi atau kerja sama operasional; kerja sama kontrak operasi dan peralatan; dan kerja sama patungan;

b. Kerja sama produksi;

c. Kerja sama bagi hasil usaha;

d. Kerja sama bagi keuntungan;

e. Kerja sama bagi tempat usaha;

f. Kerja sama bangun, kelola, sewa, serah (build, operate, leasehold and transfer/bolt);

g. Kerja sama bangun, kelola, alih, milik (build, operate and transfer/bot);

h. Kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rolt)

i. Kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rot);

j. Kerja sama bangun, serah, sewa (build, transfer and rent/btr);

k. Kerja sama bangun, serah (built and transfer/bt);

l. Kerja sama bangun, guna milik (build, operate, own/boo);

m. Kerja sama bantuan tehnik dan atau alih teknologi maupun bantuan dana/pembiayaan;

n. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
o. Pendirian perseroan terbatas;

p. Bentuk kerja sama lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Departemen Keuangan (Depkeu) akan kembali mengatur soal perusahaan pembiayaan infrastruktur (PPI). Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden No: 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dimana Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.01 0/2009.

Adapun peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian (perizinan dan permodalan), kepemilikan dan kepengurusan, kantor cabang, pinjaman, penyertaan dan penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas PPI.

PPI adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPI wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi PPI diberikan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha pun berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selain itu, kegiatan usaha PPI meliputi pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk pembiayaan Infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi (advisory services), penyertaan modal (equity investment), upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, serta kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.


Di samping itu, untuk membiayai kegiatannya, PPI dapat memperoleh dana antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga, pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, organisasi multilateral, bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri, serta hibah (grant).

PPI sendiri juga dapat menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. PPI juga dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan.

Menteri Keuangan juga mewajibkan PPI untuk melaporkan keuangan triwulanannya (setiap 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember). Sementara untuk laporan kegiatan usaha semesteran (setiap 30 Juni dan 31 Desember), dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Menteri Keuangan apabila PPI bubar, dikenakan sanksi sesuai dengan PMK, tidak lagi menjadi PPI atau melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam PPI lain
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Kinerja perekonomian terkait langsung dengan sejumlah variabel. Dalam struktur Pen -dapatan Do -mestik Bruto (PDB), salah satu variabel krusial yang mendorong perubahan di luar sektor konsumsi dan transaksi internasional adalah komponen investasi. Sepanjang 1993-2008, kontribusi investasi terhadap PDB mengalami fluktuasi signifikan.

Pada rentang 1993-2008, perekonomian dibagi menjadi tiga periode. Pertama, pada pra-krisis (1993-1997). Pada periode ini, kontribusi sektor konsumsi mendominasi rata-rata sekitar 60,84 persen, se -dang kan konsumsi pemerintah rata-rata 7,86 persen. Saat itu, sektor investasi masih berkontribusi cukup signifikan rata-rata 28,12 persen per tahun. Sementara, sektor ekspor bersih rata-rata hanya 0,33 persen per tahun.

Kedua, pada masa krisis (1998-2002). Pada periode ini, kontribusi sektor konsumsi terhadap PDB mulai mendominasi. Sektor ini naik rata-rata 7,44 persen per tahun menjadi rata-rata 68,28 persen. Bahkan, pada 1999, sektor konsumsi ini sempat menukik hingga 73,94 persen.

Disisi lain, konsumsi pemerintah dan invetasi berkontribusi rata-rata 6,86 persen per tahun dan 21,55 persen per tahun atau turun rata-rata 6,57 persen per tahun. Disaat yang sama, perekonomian tertolong dengan membaiknya kontribusi ekspor bersih rata-rata 8,34 persen per tahun dengan kontribusi terbesar terjadi pada 1998 sekitar 9,76 persen terhadap PDB.

Ketiga, pada pascakrisis (2003-2008). Pada periode ini, kontribusi sektor konsumsi relatif tinggi berkisar rata-rata 64,93 persen per tahun dengan sektor konsumsi pemerintah rata-rata 8,29 persen per tahun. Sementara, sektor investasi dan ekspor bersih masingmasing 22,87 persen dan 5,13 persen.

Untuk memicu pertumbuhan investasi, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 yang terkait langsung dengan perbaikan iklim investasi. Sayangnya, regulasi tersebut belum memberi outcome signifikan bagi perkembangan investasi.

Bank Indonesia (2008) mengungkap berbagai kendala pengimplementasian Inpres tersebut. Diantaranya, dari 49 rencana tindak perbaikan iklim investasi hanya 40 rencana yang terealisasi. Sementara itu, reformasi sektor keuangan yang menetapkan 36 rencana tindak ternyata hanya tercapai 28. Sedangkan pemberdayaan UMKM hanya tercapai 28 rencana dari 34 rencana tindak. Paling ironis adalah percepatan pembangunan infrastruktur, dari 40 rencana tindak hanya 13 yang terealisasi.

Perkembangan Infrastruktur
Perlambatan pertumbuhan investasi masih terkait dengan berbagai kendala internal. Kendala ini antara lain adalah belum kondusifnya iklim investasi, mulai dari masalah ketidakamanan, ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit sampai kondisi infrastruktur yang tidak mendukung.

Akibatnya, kinerja investasi cenderung bergerak moderat, hanya tumbuh 15 persen per tahun pascakrisis. Riset Bank Dunia (2009) menunjukkan, salah satu kendala utama iklim berusaha di Indonesia adalah minim dan buruknya kualitas infrastruktur (urutan ke-2). Keberadaan infrastruktur yang layaknya berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dan peredaran barang, malah menjadi pencipta biaya ekonomi tinggi.

Salah satu sektor yang mengalami persoalan tersebut di atas adalah layanan akses listrik, air bersih, dan jalan. Dalam hal akses listrik, ada sekitar 101,2 juta penduduk Indonesia yang tidak menikmati listrik. Sedangkan pada akses air bersih, ada sekitar 23 persen yang tidak menikmatinya. Angka ini jauh lebih buruk dari Filipina dan Vietnam. Sementara itu, komposisi jalan beraspal dari total panjang jalan di Indonesia hanya sekitar 58 persen.

Untuk akses listrik, yang paling meng -ironikan adalah fenomena pemadaman listrik bergilir yang menjadi agenda rutin bagi masyarakat dan kalangan industri. Jika dikaji, krisis klistrik berawal dari defisit supply pada struktur produksi listrik. Data PLN (2007) menunjukkan, kondisi penyediaan listrik nasional pada 2002 sesungguhnya masih surplus 0,98 gigawatt. Sayang, setelahnya penyediaan listrik nasional selalu mengalami defisit.

Pada 2006, ketersediaan listrik nasional defisit 10,95 gigawatt atau naik 2,09 gigawatt dibanding periode sebelumnya. Defisit ini terjadi karena tingginya pertumbuhan konsumsi listrik yang tidak diikuti pe -ningkatan produksi listrik disetiap periode berjalan. Dengan menggunakan data PLN 2002-2006, pertumbuhan konsumsi listrik ratarata mencapai 6,67 persen, sedangkan pertumbuhan produksi listrik ratarata hanya 3,66 persen.

Mandulnya Infrastructure Summit
Harus diakui, pemerintah telah ber -upaya melakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi keterpurukan kondisi infrastruktur di Indonesia. Hal ini setidaknya tercemin dengan diselenggarakannya Infrastructure Summit hingga dua kali. Sayangnya, hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan tersebut belum memberi hasil nyata.

Pada Infrastructure Summit I, 17-18 Januari 2005, pemerintah telah menawarkan 91 proyek investasi senilai USD 22,5 miliar. Proyek ini meliputi: investasi sektor jalan tol (38 proyek), ketenagalistrikan (12 proyek), perpipaan gas (6 proyek), air minum (24 proyek), pelabuhan (4 proyek), bandara (5 proyek), perkeretaapian (1 proyek), dan telekomunikasi (1 proyek).

Pada proses penawaran awal, minat investor terhadap proyek yang ditawarkan tergolong kecil, hanya kurang dari 20 persen. Setelah 6 bulan berselang, realisasi pembangunan infrastruktur belum satu pun yang terwujud. Setelah dikaji, ternyata sekitar 77 persen proyek yang ditawarkan belum memiliki dokumen tender. Tidak hanya itu, lebih dari 70 persen proyek yang diawarkan ternyata belum memiliki studi kelayakan yang siap tender. Secara keseluruhan, dari 91 proyek yang ditawarkan hanya mampu terealisasi sekitar 9 proyek dan hanya 5 proyek yang telah masuk tahap konstruksi.

Pada Infrastructure Summit II, 1-3 November 2006, pemerintah menawarkan sekitar 111 proyek. Momen tersebut ternyata juga belum mampu memberi hasil sebagaimana diharapkan.

Infrastruktur dan Otonomi Daerah
Selain persoalan pendanaan, penyedia -an infrastruktur juga kerap terkendala oleh buruknya kinerja pemerintahan di daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah (otoda), penyediaan infrastruktur terkesan bukan lagi prioritas utama pemba -ngunan

Padahal, tujuan otoda adalah memberikan pelayanan publik yang lebih intensif dan nyata kepada masyarakat, termasuk penyediaaan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastruktur sangat penting bagi kemajuan pembangunan serta peningkatan ekonomi daerah. Dalam upaya peningkatan ekonomi, tentunya setiap daerah akan berusaha untuk menarik minat investor. Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah menyiapkan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah. Sayangnya, hasil di lapangan masih belum sebagaimana diharapkan.

Mengacu Global Competitiveness Report 2008-2009, inefisiensi birokrasi menempati urutan pertama faktor penghambat investasi di Indonesia. Sedangkan keburukan infrastruktur menempati urutan kedua. Sementara itu, hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otoda untuk iklim investasi 2007 menunjukkan lemahnya manajemen infrastruktur pemerintah daerah (pemda) merupakan kendala utama investasi.

Secara umum, keburukan infrastruktur ditandai dengan kondisi jalan baik dari jalan nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten yang tidak sesuai dengan standar dan kurangnya pasokan energi listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik di wilayah Jawa-Bali.

Berdasarkan data Statistik Perhubungan Nasional, panjang jalan menurut tingkat kewenangan mengalami peningkatan sepanjang 2000-2005. Peningkatan cenderung terjadi di jalan yang kewenangannya dimiliki negara dan kabupaten/kota. Namun, menurut tingkat kewenangan provinsi, panjang jalan justru mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 17,1 persen pada tahun 2005.

Sebelum otoda, dana pembangunan jalan daerah diatur oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Provinsi atau Inpres Jalan Kabupaten. Setelah otoda, alokasi dise -rahkan pada setiap daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menyebabkan daerah memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Dengan demikian, tentu menjadi tanya tanya besar mengapa pada tingkat kewenangan provinsi mengalami penurunan pertumbuhan panjang jalan. Padahal, pemerintah pusat hanya diberi kewenangan untuk membangun dan merawat jalan nasional. Jalan nasional adalah jalanjalan arteri primer yang menghubungkan kewilayahan antar provinsi.

Berdasarkan sumber data yang sama, diketahui kondisi jalan negara yang baik dan sedang mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Sayangnya, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat justru mengalami peningkatan yang tidak kalah besar. Pada 2005, kondisi jalan yang rusak berat mencapai 4.177 km. Angka ini sudah 2 kali lipat angka pada tahun sebelumnya yang mencapai 2.020 km.

Ironisnya, kondisi jalan provinsi yang baik mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada 2005, kondisi jalan provinsi yang baik hanya sepanjang 10.157 km. Padahal, pada 2003, kondisi jalan provinsi yang baik masih sepanjang 25.132 km. Demikian halnya dengan jalan berkondisi rusak berat yang mengalami pening -katan.

Jika disimak, kondisi jalan kab/kota jauh lebih baik daripada jalan negara dan provinsi. Hal ini tercermin dengan semakin banyaknya ruas jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Sedangkan ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat, porsinya hanya bertambah sedikit.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan pusat dan provinsi sangat memprihatinkan. Lebih parah lagi, kerusakan tersebut tidak segera diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah membiarkan jalan-jalan tersebut yang sudah masuk dalam kategori kondisi rusak dan rusak berat. Padahal, jalan tersebut adalah jalan vital yang mengintermediasikan segala macam kegiatan ekonomi antar daerah. Kerusakan jalan ini jelas merupakan high cost economy bagi pengusaha.

Secara keseluruhan, kondisi infrastruktur nasional saat ini memang sangat memprihatinkan. Tidak hanya infrastruktur jalan, tetapi juga infrastruktur listrik, sanitasi, jalan umum (termasuk jalan bebas hambatan), waduk, serta irigasi. Pemenuhan listrik misalnya, masih menunjukkan defisit yang terus membengkak. Pertumbuhan permintaan yang tidak diiringi dengan pertumbuhan pasokan listik menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di tanah air.

Data Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2002-2006 menunjukkan, pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata mencapai 6,67 persen. Sementara, pertumbuhan produksi listrik rata-rata hanya 3,66 persen. Dari sini dapat diketahui betapa rendahnya respon serta kinerja pemerintah dalam me -ngelola infrastruktur. Gambar 3 Porsi Infrastruktur terhadap PDB

Penyebab
Secara umum, ada 3 hal penyebab rendahnya tingkat infrastruktur di Indonesia. Pertama, pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Pemerintah cenderung menggunakan dana APBN dan APBD untuk belanja barang modal yang intangible bagi masyarakat.

Kedua, lambannya penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kelambanan penyaluran ini juga diiringi dengan birokrasi yang rumit. Akibatnya, dana harus mampir ke berbagai instansi sehingga pada akhirnya mengurangi jatah anggaran pemerintah daerah. Ke depan, pemerintah harus mencari jalan agar proses penyaluran anggaran menjadi efisien.

Ketiga, kurangnya peng -awasan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat selayaknya melakukan kontrol penggunaan anggaran serta memastikan kesesuaian keberlangsungan proyek yang terea -lisasi. Jika proyek tidak berjalan, maka pemerintah daerah setempat seyogyanya dikenakan sanksi atau diwajibkan mengembalikan anggaran yang tidak terpakai. Bahkan jika perlu, pemerintah daerah dapat diwajibkan mengalihkan anggaran tersebut ke daerah yang membutuhkan suntikan dana. Ke depan, diperlukan pula upaya menciptakan standar pelayanan nasional untuk infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar dana APBD benar-benar dapat diserap untuk pembangunan yang kongkret.

Ke Depan
Jika disimak, kegagalan penyerapan Infrastructure Summit I dan II disebabkan beberapa hal. Diantaranya: penjaminan risiko yang tidak jelas, kerangka peraturan perundang-undangan yang belum memenuhi international best practice, sistem dan penyelenggaran hukum masih buruk, implememtasi pengadaan (procurement) dan pengoperasian proyek yang tidak tertib, serta persoalan likuiditas finansial domestik (bank dan nonbank) yang sangat terbatas yang berujung pada kelayakan finansial proyek yang buruk. Sebagai catatan, perbankan domestik hanya mampu menyediakan 30 persen dari total investasi infrastruktur.

Oleh karena itu, ke depan, struktur pemerintahan yang terpilih hendaknya mengedepankan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pembangunan harus dikelola secara professional dan bukan sekedar agenda tahunan atau hanya sebagai agenda menghabiskan anggaran yang nihil kinerja.

Demikian pula, dari begitu kompleknya persoalan pemba -ngunan infrastruktur, maka ke depan dibutuhkan peran aktif pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas infrastruktur. Berbagai rencana pembangunan infrastruktur telah disusun pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat serta pemerataan pembangunan.
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